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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR %o TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA METRO DI BIDANG PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN EEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Menimbang

Mengingat

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

babwa dalam ranpka percepatan dan peningkalan pelayanan
kepada masyarakat dalam hidang perisinan dan non
perizinan  di Kota Meiro, maka perlue pendelegasian
kewenangan perizinan dan non perizinan dan Walikoks Metro
kepada Kepala Dnas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pinli;

batrwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerineah Nomor
24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Termlegrast Secara Elektronik, maka Peraturan Walikota
Melrn Momor |7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Kewenanpan Walikola di Bidang Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Salu Pinlu Kota Mctro, perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimalesid
huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraluran
Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Walikola Melro
di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
'enanaman Meodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Metro;

Undang-Undang  Nomor 12 Tabun 1999 tentang
Pemmbeniukan Kabupalem Daecrah Tingkat I Way Kanan,
Kabupalen Daerah Tingkat I Lampung Timur  dan
Kotamadya Dacrah Timgkat I Metro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembapga Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang MNomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepohsme (Lembaran Negara Repulblik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomaor 3851);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 lentang Penataan
Ruang [Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
MNomor 4723];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
MNaotmaor 5038,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lenlang
Pembentukan Peramuran Perundang-undangan (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor B2,
Tambahan Lembaran Neogara Reopublk Indonesin Normor
23535} sebagaimena telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 [Lembaran Negara Republik Indeonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Ncogara
Ecpublik Indonesia Nomor 63%95);

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 terntarng
Pemerintahan Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomor 5587) schagaimana telah diubah
beberapa keli terakhir dengan Undang-Undang Nomor ©
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Momer 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 267TY);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Repullik Tndonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia MNomor 5601);

Undang-Undang Nomeoer 36 Tahun 2014 1entang Tenhaga
Keschatan (Lembaran MNepara Republik Indonesia Tabun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 3607);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 lentang
Pelaksanean Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentuang
Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2012 Nomor 21353, Tambahan Lembaran Negara
Repuhblik Indonesia Nomor 5357);

Feraturan Pemeriniah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Ferangkat Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2016 Nomor L14, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) schagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 20109
[Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2019 Nomor
1587, Tambahan Lembaran Nesara Republik Indonesia Nomar
£402);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegras Secara Eleklromk
[Lembaran Negara Eepublik Indeoncsia Tahun 2018 Nomor
O}, Tambahan Lembaran Meparsa Republik Indonesia Nomor
6213}
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Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Sata Pinmu (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor 221);

Peraturan  Pregiden Nomor 91 Tabun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan  Beérusaha  [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana
telah divubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor L37);

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Sata Pintuo
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Momor 19546);

Peraturan  Menteri Pertanian  Nomor  20/PERMENTAN /
PP.210/ 2018 fentang Tata Cara Perizinan Beruseha Sektor
Pertanian (Berita Negara Republik Tndonesia Tahun 2018
Nomor 873);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KEchutanan Nomor
P22 /MENLHK /SETJEN/KUM.1/7 /2018 tentang Norma,
Standar, Proscdur dan EKrntenma  Pelavanan  Ponsanan
Terinteprasi  Sccara Elcktronik  Lingkup  Kementerian
Lingloungan Hidup dan Echutanan (Benta Nepara Eepublik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Echutanan Nemor
P23/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria
Perubahan Usaha danfatau  kegiatan dan tata cara
pcrubahan izin lingkungan [Lembaran MNegara Hepublik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 981);

Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup dan  Kehutanan
Nomor P25/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018 tentang
Pedoman  Penetapan  Jenis Rencana Usaha dan/ataun
Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Penpelolaan Lingkungan
Hidup dan Upava Pemantauan Lingkungan Hidup dan Sural
Pernyatean Kesanggupan Pengelolaan dan  Pernaniaoan
Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 929);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P26/ MENLHE/SETJEN/EKUM.1/7 /2018 tentang Pedoman
Penvusunan dan Penilalan serta Pemceriksaan Dolkumen
Linglkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
Berasaha Terintegrasi SBccara Elektronik {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P95/ MENLHE/SETJEN/KUM.1/11 /2018 tcntang Perizinan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dsn  Beracun
Terintegrasi dengan Tan Lingkungan Melaln  Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekfronik [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomaor 1689);
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Peraturan Menten Lingkungan Hidup dan Kchutanan Nomor
P.ID2/MENLHK/SETJEN /KUM.1/11 /2018 tentang Tata
Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melahai Pelayanan
Penizinan Berusaha Tenntegrasi Secara Elekironik (Berita
Negara Repuhblik Tndonesia Tahun 20108 Nomor 1701);

Peraluran Menieri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyvat
Nomor 19/PRET/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izn
Mendinkan Bangunsen Gedung dan Serhlikal Lailk Fungs
Bangunan Gedung Melahn Pelayanan Penznan Berusaha
Terintegrasl  Sccara  Elektronik {(Benta Nepara Republik
[ndoncsia Tahun 2018 Nomor 917);

Peraturan Menilen Kesehalan Nomor 26 Tahun 2018 lenlang
Pelayvanan Penzinan Berusaha Tenntepras Secara Elekironilc
Scktor Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 387);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ([Berita
Mepara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 77 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik di Bideng Perdagangan (Periia Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

Peraturan Menlen Perthubunpgan Nomor PM 88 Tahun 2018
tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kritera Periginan
HBerusaha Ternlegras Secara Elekiromk Sektor Perhubungan
di Bidang Darat [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1334];

Peraluran Mentern Eomuniksas: dan [Informatika Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pelayanan Penzinan Berusaha
Terintegrasi Secara  Elektromik Bidang Komunilkasi dan
Inmiormalika [Benla Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Momor 1041);

Peraturan Menlen Panwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Periznan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Pariwisata [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 12335);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25
Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik S3ektor Pendidikan dan Kebudayaan [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

Peraturan Menteri Koperasai dan [Usaha Mikro Keoil dan
Menengah Nomeor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha
Simpan Prgam Koperas: (Benta Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nosnor 1070);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan WNomor 10 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing [Benia
MNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
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Peraturan Menlenn Agrans dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Masional Nomer 14 Tahun 2018 tentang [zin
Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomaor
1022,

Peraturan Menteri Perindustrian MNomor 15 Tahun 2019
tentang Penerbitan lzin Usaha Industni dan lzin Perluasan
dalam rangka Pelavanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomaor 485);

. Peraturan Kepale Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor & Tehun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal [Berita Negara
Republik Tndonesia Tahun 2018 Nomor 934]);

Peralurann Eepals Badan EKoordinasi Penanaman Modal
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Benita Negara
Eepublik Indoncsia Tahun 2018 Nomor 903);

Feraturan Badan Pengawas Obal dan Makanan Nomor 26
Tahun 2018 tentang Polavanan Pornznan Berusahs
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan
(Rerita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 1131);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24
Tambahan Lembaran Dacrah Kota Mceciro MNomor 249
sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2019 Nomor 9 Tambahan Lembaran Deerah Kota
Metro Notmor 9);

MEMUTUSKAN :

PENDELEGASIAN EEWENANGAN WALIKOTA METRO DI
BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN HEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU EOTA METRO.

BAB I
EETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dialam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan |

15
2.

Walikota adalah Walikota Metro.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsuar
penyelenpgara Pemerintahan Deaerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan daerah otonom.
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Urusan Pemerintahan adalah kekuasasn  pemeriniahan vang  menjadi
kewenangan Presiden vang pelaksanaannya dilakukan kementernian negara dan
penvelenggaraan Pemerintah Daersh untuk  melindungi,  melayani,
memberdayakan dun mensejahierakan masyarakat.

Pendclegasian adalah pelimpahan Kewenangan dari Walikota kepada Kepala
Dinas, Badan dan/atan Pejabat Pemerintahan yvang lebih tinggl kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemnerintahan vang lebih rendah dengan tanggang jawab dan
tangeung gugat kepada penetima delegasi.

Perizinan adalah pemberian dokumen dan hukti legalitas persetujuan dari
pemerintah kepada sescorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai
dengan kelentuan peraluran perundang-undangan,

Non Perizinan adalah pemberian dokumen ateu bukti legalitas atas sahnya
scsuatu  kepada  sescorang  alau sekelompok  orang delam kemudahan
polayanan dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Perizinan Berasaha adalah pendaftaran vang dibenkan kepada pelalku usaha
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau keinginan dan diberikan
dalam bentuk surat/keputusan atau pemcnuhan persyaratan dan/atau
Komnitmen.

Perizinan berusaha terintegrasi sccara elektromik atau Onlme Single Submassion
yvang selanjutnye disingkat O35 adalah perizinan berusaha vang diterbitkan
oleh lembaga O33 untuk dan atas nama Mcenteri, Pimpman Lembags,
Gubermur, atau Bupati/Walikota kepade pelaku usaha melalui sistem
clektronik yvang ternntegrasi.

Lembags pengelola dan penyelenggara 038 yang selanjutnya disebut Lembaga
O35 adalah Lembaga Pemeriniah Non Kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.

Aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik berupa sistem Cloud
vang selanjutnya disebut Sicantik Cloud merupakan aplikasi berbasis web
yvang terintegrasi dengan Online Single Submission [((038) untuk perizinan
berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPFM-PTSP).

Pelaku Usaha adelah perseorangan atau non perseorangan yang melalukan
usehafatan kegiatan pada bidang tertentu.

Momor Tnduk Berusaha vang selanjutnya disingkat NIB adalah idenrtitas Pelaku
Usaha vang diteriobkan oleh Lembaga 055 scielah Pelaku Usaha melakukan
Pendaflaran,

lzin Usaha adalah izin yang ditcrbitkan olch Lombaga OS5 untuk dan atas
nama Mentenn, Pimpinan Lembaga, Gubermur, atau Bupat/Wahkota setelah
Felaku Usaha melakulkan pendaftaran dan untuk memolal usaha danfatau
kcgiatan sampal schelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan
memenuhi persyaratan dan/atau kormtmen,

lzin Komersial atau Operasional adalah imn vang diterbitkan oleh Lembaga
0585 untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubemur atau
Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk
melakukan kegiatan komersial atau  operasional  dengan  memenuhi
persyaratan dan/atan Komitmen.

Komitmen adalah pernyataan Pelaloa Usaha untuk memenuhi persyaratan [zin
Usaha dan /atau Izin Komersial atau Operastonal.
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Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk
memperoleh lanah vang diperlukan untuk ussha dunfatau kepiatannya dan
herlaku pula schapal izin pemindahan hak dan untuk menggunaksan tanah
tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

lzin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang
melakukan usaha den/atan kegiatan yang wajlb Amdal atau UKL-UPL dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebaga prasyarat
memperoleh isin usaha danfaiau kegiatan.

Izin Mendirikan Buanpunan Gedung yvang selanjutnya disingkat IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada
pemilik bangunan gedung untuk membangun bami, menpubah, memperluas,
mengurang danfatad merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratun
administratif dan persvaratan teknis yang berlaloa

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Ralkyat Dacrah dalam penyelenggaraan Urisan Pemerintahan yang
menjadl kewenangan daecrah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu vang selanjutnya
dizsingkat DPMPTSP adalah Perangkat Dacrah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan PTSP Daerah.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Sata Pint Kota Metro.

Tim Teknis adalah kelompok kerja yvang terdin dari unsur-unsur Organisas
Perangkal Daerah terkait yang mempunyai kewcnangan untuk membenkan
pelavanan Perizinan dan Non Perizinan,

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipcrgunakan sebagal pedoman
penvelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilalan kualitas pelayanan
sehagai kewnjiban dan janji penyelengara kepada masyarakat dalam rangka
pelavanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur,

Standar Operasional Prosedur wvang s=elanjutnya  disingkat S0P adalah
serangkaian mstruksi tertulis vang dibalukan menpenai berbagail proscs
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus
dilalkukan, dimana dan oleh siapa vang melakukan.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukumsmn knega dan
pengambilan tindakan wang dapat mendukung pencapaian hasil yang
diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Pengawasan Adminisirasi adalah keseluruhan  alktivitas  mengawasi,
memeriksa, mencocokkan, dan mengendalikan segenap kegiatan aktivitas yang
dilakukan pegawai adminisirasi agar  herlangsung  sesuai  rencana  yang
ditctaplan dan hasil yang dikehendaka,

Pengawasan Teknis merupakan suaiy upayae sistematis untuk menemn kenali
kinerja dan faktor berpengaruh (erhadap prakik penvelenggaraan seluruh
aspek penataan ruang. Aspek  penataan  ruang  vang dimaksud melipuar
pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemanfasian, dan pengendalian,

Pengawasan Umum adalah jenis pengawasan vang dilakukan oleh Pemerintah
terhadap serala kepialon pemeriniah daerah untuk menjamin penyvelenggaraan
pemerintahan daerah dengan baik.
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BABII
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

Walikota mendelegasikan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada
DFMPTSE selaku Lembaga Penvelenggara Online Single Submission ((033) kota
Metro,

Pendelegasian kewenangan sehagaimana dimaksud pada avat (1) melipuati -
a. poncnimaan danatau penolakan berkas Persnan;

b.  penerbitan dokumen Perzinan dan Non Perizinan;
¢.  penyershan dokumen Perizinan dan Non Perizinan;, dan

d. pemberian  perngalan.,  sanksi, pembatalan danfatau pencabutan
dokurnen Perizinan dan Non Perizinan,

Bidang dan jems Perizinan dan Non Pernizinan yang didelegasikan sebagaimana
dimaksud pada avat {1} tercantum dalaom Lampiran T Persturan Walikols ind.

I*climpahan jenis Ponzinan dan Non Penzinan yang didelegasikan kepada
DFMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tercantum dalam Lammran IT
dan Lampiran [l Peraturan Wahkota i,

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui O35,
DPMPTEP mengeluarkan Surat Keputusan Pemenuhan Komitmen.

Dalam penyelengearaan pelayanan Perizinan dan Non Penizinan, DPMPTSP
bertanggung jawab sccara adminmistratif sedangkan tanggung jawab teknis
berada pada organisasi perangkat dacrah terkait.

BABE III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN

Pa=al 4

Penvelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan secara
orline melalhii -

a. mistem Ondine Single Submission (O55] untuk penerbilan wan  usaha
danfatan izin komersial atau operasional;

. Sislem Sicaniik Cloud uniuk penerbilan penzingn non usaha dan/atau
perizinan yvang belum dapat diproses melalai (0S8,

Sekior peraEnan berusaha yang penerbilannyas melaluw 058 sebagaimana
dimaksugd pada ayal (1) hural a8, tercanium dalam Lampiran 1T Peraluran
Wabkola 111,

Bidang dan jcnis perizinan dan non perizinan non usaba yvang penerbitannya
ehilakukan melalul sistem Sicantik Cloud schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruby by, tercantum dalam Larmpiran Wl yang merupakan bagan yvang bdak
terpisahilan dari Peraturan im,
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Pasal 5
Perizinan dan non pernzman yang belum dilakukan secara online scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan secara manual sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Penerbitan Pensinan dan Mon Penzinan sccara manual sebagaimana dimalkosnad

pada avat {1) bersifat scmentara dan sclanjutnga dilakukan secara online
selelah lerpenuhinya sarana dan prasarana pendukungnya.

Pasal 6

DPMPTEP dapat melakuksn layanan perbantuan, layanan mandiri atan
lavanan proritas kepada pelalkn usaha untuk memperoleh Nomor nduok
Berusaha (NIB), Izin Usaha {IU) dan [zin Komersial atau lzin Operasional yang
dikeluarkan oleh Sistem Online Single Submission {Q88).

Layanan perbantuan layanan mandiri atau layanan prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem (3585 dan Sicantik Cloud.

Pa=zal 7

Penyelenpgaraan pelayvanan Perizinan dan Non Perizinan dilsksanakan sesusi
dengan standar yvang melipaati @
a. Standar Pelayanan; dan

. Standar Operasional Prosedur.

Ketentuan standar pelayanan sebagaimana dimaksuad pada aval (1) haral &
ditetapkan dengan Kepuiusan Walikola.

Ketentuan standar operasional prosedur sebagaimena dimaksud pada ayat {1)
huraf b ditetapkan melalul Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB IV
PENERBITAN, PEMBATALAN, DAN PENCABUTAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

Pasal B

Penerbitan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial alau Operasional melalui OS5
dilakukan oleh Lembaga Penyelengoara OS5 atas nama Walikota  sesuad
ketentuan peraturan perundang-undangan Jdi bidang informasi dan transaksi
elektronik.

Penerbitan =in scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik yvang
bertlasarkan komilmen maupun lanpa komitmen scsual ketentuan peraturan
perundang-undangan, :

Tzin Usaha Mikro dapal berlaku elektil tanpa pemenuhan Komitmen.

Izin Usaha danfaian Ban Kemersial atau Operasional berlaloa cicktt setelah
dikeluarkannya Sural Kepulusan Pemenuhan Komitmen Kepala DEMPTSP.

Pasal 9

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayvat (3) meliputt -
a. lzin Lokaosi:
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(2]

(1}

(2]

{1l

(1}

[2)

(1)

B, Izin Lingkungan: dan
c. [MB.

Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada aval [1) sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Eepala DPMPTSP menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan vang
diterbitkan melalln  aphkasi Sicantik Cloud  [Tands Tangan Eleklronik)
dan /atau sccard manual.

Penandatanganan sehapaimana dimaksud pada aval (1) dilakukan seielahb
terpenubi persyaratan sesusl kelenluan peraturan perundang-undangan,

Pa=zal 11

Pencabutan penizinan dan non perizinan dilalkukan apabila :

a. dokumen atau data persvaratan vang dilampitkan dalam permohonan
terbulcti tidak benar; dan/atau

b. terjadi pelangsaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Pensinan
dan Non Perizinan atau peraturan perundang-undangan,

Pencabutan izin scbhagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan oleh
Kepala DPMPTSP dengan mencrbitkan Keputusan Pencabutan [zn.

Fencabutan Ferizinan dan MNon Perozinan dilalkukan  setelah mendapat
relomendasi dari tm teknmis dan/atau saran dan Ombudsman dan/atau
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hulkum tetap, setelah
dilaleubkan perngatan dan sanksi sesusl dengan  peraturan  perundang-
undangan,

Pasal 12
Kepala DPMPTSP memberikan legalisasi salinan perizinan dan non perizinan
hordasarkan dolouncen aslinya jika diperhakan.

Legalizasi schagsimana dimaksud pada awvat (1) dapat didelegasikan kepada
pejabat DPMPTSF vang membidang pelayanan periginan.

BAB V
TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pagal 13

Dalam rangka menunjang keclancaran penyelenggarasn PTSP, dibentuk Tim
Tcknis Pelavanan Perizinan dan Non Perizinan scsual denpan kebutuhan yvang
merupakan representasi dari organisasi perangkat daerah terkait.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

Pasal 14

Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan memiliki kewenangan
melakukan  kapan lekms untuk memberikan  rekomendasi penerbitan,
penolakan, penanggubhan dan pencabutan Perizinan dan Mon Perizinan.
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(2}

(1)

(2]

3]

Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) scbhagal dasar
Kepala DPMPTSP mengambil keputusan terhadap pelayanan Perizinan dan
Nom Perizinarn.

BAE VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Pembinaan, pengawasan dan evaluas setelah lerbitnya Perzinan dan Non
Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah
terkait, sesual denpgan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan adminsitratif dilaltukan olch Kepala Dinas PMPTSP  dan
pengawasan umum olch perangkat dacrah yang membidang pengawasan.

Pembinaan, penpgawasan dan evaluasl scbagaimana dimaksud pada ayal (1)
adalah termasuk kegiatan usaha yang belum ada Penzinan dan Non
Perizinannya sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAE VI
EETENTUAN PERALIHAN

Paszal 16

Perizinan Dan Non Perizinan yvang telah dikeluarkan scbelum Persluran Walikota ini
diundangkan dinyatalkan tetap berlalu sampai habis masa berlakunya,

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlalou pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

LY
| f=Ek 1
£

S A Ditetapkan di Metro
sl pada tanggal % v 2020
ir; Ll WALIKOTA METRO,
e il ﬂ:}‘wz; 5

ACHMAD PAIRIN

Diundanghan i Kola Melro
pada tanggal Jb’li 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

\.\

BER.I"I:I'D RAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR .....

M,

A A. T
g1z
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Lampiran 1 : Peraturan Walikota Metro

Nomor @ 30 Tahun 2020
Tanggal: & Jﬁf[f 2020

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
YANG DIDELEGASIKAN PENEREBITANNYA KEPFADA DPMPTSP

|
1]

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

| RO BIDANG
' 1. | BIDANG PENDIDIKAN

3 |

1. Penerbalen  Tzin Pendidikan Dasar yang

diselenggarakan oleh masyarakat; dan

2. Penerbitan [zin Pendidikan Anak Usia Dini
dan  Pendidikan Non  Formal  yvang
diselenggarakan oleh masyarakat.

2. | BIDANG KESEHATAN

1. Penerbitan lzin Fumah Sakit Kelas C dan
Kelas D dan Fasilitas Pelayanan Keschatan;

2. Penerbitan Izin Praktik dan Izin Kerja
Tenaga Kesehatan, Penerbitan Izin Apotik,
Take Obat, Toko Alat Kesehatan dan
Optikal;

3. Penerbitary Izin Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT);

4. Penerbitan Sertfikat Produksi Alat
Eesehatan Kelas Satu Tertentu  dan
Penerbitan Sertiikat Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga {PKRT) Kelas Satu Terfeniu
Perusahaan Rumah Tangga;

3. Penerbitan  Izin  Produksi Makanan dan
Minuman pada Industri Rumah Tangga.

3. BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
- RUANG

4. | BIDANG PERUMAHAN
| DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN

1. Pemberian lzin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan
Gedung;

2. Penerbitan [zin Usaha Jasa KXonstruksi
MNasional (non kecil dan kecil).

1. Penerbitan Tzin Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan;

2. Penerbitan Scrtifikat Kepemilikan Bangunan
Gedung [SKBG);

3. Penerbitan Izin  Pembangunan  dan
Pengembangan Kawasan Permukiman;

4, BScrifikat dan registrasi bagli orang atau
Badan Hulkum wvyang  melaksanalsan
perancangysn dan prrencanasn rumah seris
perencanaan prasarana, sarana dan ublitas
wmun  Prasarana, Sarana dan  Utilitas
Umum (PRU) ringkat kemampian kecil.

m
|
)
=
-
=
a
L]
o
2
i
T

Dalam Kota \

Penerhitan [zin  Pengumpulan Eumhz—'ﬁjﬁﬂ '|
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BIDANG TENAGA
KERJA

1. Perizinan Lembaga Pelatithan  Kerja
danfatan pendafiaran Lembaga Pelatihan
Kerja;

2. P-E‘:I?E]‘hirﬂﬂ Izin Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja Swasla (LPTES);

3. Penerbitan Perpanjangan Tzin
Mempekergalkan Tenaga Kerga Asing (IMTA).

BIDANG PERTANAHAN

[ 5

Pembenan Izn Lokasi;
2. Penerbitan lzin Membuka Tanah.

BIDANG LINGKUNGAN |

HIDUP

1. Penerbitan Tzin Pendaurilangan Sampah |

atau  Pengolahan Sampah, Penganghkulan
sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah
vang diselenggarakan aleh swasta:

2. Tzin Lingkungan;

3. Izn Perlindungsan dan Pengolahan
Lingkungan Hidup {(PFLH} vang meliputl =n
permyimpanan  sementara limbah  Bahan
Beracun dan  Berbahava [B3] dan
pengumpulan limbah B3.

10,

BIDAMNG
PERHUBUNGAN

BIDANG KOPERASI |

USAHA KECIL DAN
MENENGAH

1. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir;

2. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu
Lintas untulk Jalan Kota:

3. Penerhitan Izin Penvelenggaraan Angkutan
Orang dalam  Trayek Perdesaan  dan
Perkotaan Dalam Satu Kota;

4. Penerbitan lzin Penvelenggaraan Taksi dan
Angloatan Kewasan Tertentu vang wilayah

operasinya berada dalam Kola,

1. Penerbitan lzin Usaha Simpan Pinjam untuk
Koperasi denpgan wilayah keanggotaan
dalam Kota;

2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang,
Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi
Simpan Pinjam uniuk koperasi dengan
wilayah keanggotoan delam Kota.

11

BIDANG PENANAMAN
MODAL

. Penvelenggparasn Promosl Penanaman Modal
vang menjadi kewenanpgan Kota;

2. Peclayanan Perizinan dan MNon Perizinan
Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal Vang menjadi
kewenangan Kota,

12.

BIDANG KEBUDAYAAN

Penerbitan lzin Membawa Cagar Budaya ke luar
kola dalam satu provinsi.

13,

BIDANG KEARSIPAN

Penerbitan izin penggunaan Arsip vang bersifat

tertutup yvang disimpan di lembaga kearsipa
e miegn I
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14,

BIDANG KELAUTAN Penerhitan izin Usaha Perikanan di bidang
| DAN PERIKANAN pembudidayaan  ikan yang usahanya dalam
satu Kola,

13.

BIDANG PARIWISATA | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

165.

| BIDANG PERTANIAN 1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang

| kegiatan usahanya dalam Kota;

, 2. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih [/ Bibit

| Ternalk dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan
Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan,
Rumah Potong Hewan;

3. Pengelolaan Pelavanan Jasa Laboratoriam

dan Jass Medik Vetenner dalam Kola, )

-4, Penerbitan [zin (Isaha Pengecer {foka, retail,
sub distnbulor) Obal Hewan.

e S

X

BIDANG 1. Penerbitan Izin Usaha Perdagangan;

FERDAGANGAN 2, Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyar,
Pusat Perbelanjean dan Izin Usaha Toko
Swalavan;

3. Penertatan Tanda Dafltar Gudang dan Surat
Kelerangan Penyimpanan Barang (SKPB);

4. Penerbitan  Sural Tanda  Pendaftaran
Waralaba (STPW] untuk penerima aaralaba
dari wuaralaba dalam negen, penerima
waralaba lanjutan dari waralaba dalam
ncperi, dan poncrimasn waralaba lanjutan
dar waralaba luar neger;

5. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdaganpan
minuman beratkohol polongan B dan
golonpan € untuk pengecer dan penjual
langsung minum ditempat.

BIDANG 1. Penerhitan lzin Usaha Industn ﬂLTI] Keeil

PERINDUSTEIAN dan Menengah, !

2. Penerbitan lmn Perluasan Usaha Induasino .
(IPUT) bagi industri kecil dan menengah; f

3. Penerbilan Izin Usaha Kawasan Industss
(IUKI} dan [zin Perluasan Kawasan Industn
([PK1) yang lokasinya dalam Kota. :

NON PERIZINAN

Pt:ngtﬂuhan  Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Pengesahan UKL-UPL
dan Sursl Kelerangan Kelayvakan Lingkungan (SKKL);

Pengesnhan  Dokumen Analisis Dampak Laly Lintas dan Kajian Rekayasa
Lalu Lintas;

Pengesahan Dokumen Protcksi Bahaya Kebalearan,

Penpesahan Dokumen Poroncan Perumahan;

Pengesahan Dokumen Kajian Scogial Ekonomi.

T T
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Lampiran 1l : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 30

Tahun 2020

2020

THIE.E&J : & JU'\'

SEKTOR PERIZINAN BERUSAHA YANG PENERBITANNYA MELALUI
BISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION [OSS)

Pengelolaan dan Pemantauan
Lingluingan Hidup (SPPL)

Kesangupan
Pengelolaan dan
Pemaniauaan
Lingkungan Hidup

| |SPPL)

NO | SEEKTOR DAN JENIS PERIZINAN | PERIZINAN BERUSAHA | JENIS IZIN
_ BERUSAHA _ _ MELALUI 0SS
1 2 3 4
| A- | SEETOR PERTANIAN I ———
l. | [zin Usaha Budidaya Tanaman Izin Usaha Perkebunan | lzin Usaha
s Perkebunan {1UP-B|
2. | Izin Usaha Indusin Pengolahan
Hagzil Perkebunan (IUP-P)
3. | Izin usaha Perkebunan yang
terintegrasi antara budidaya
dengan industri pengolahan hasil
perkebunan {IUP)
4. | Izin Usaha Proscs Produksi Izin Usaha Tanaman lzin Usaha
. Tanaman Pangan Pangan
2, | lzin Usaha Penanganan Pasca
Panen Tanaman Pangan
| 6. | Izin Usaha Keterpaduan antara
' Prozes Produksi Tanaman Pangan
| | dan Penanganan Pasca Panen
' 1zin Usaha E-ud.!dajra. Hortikultura | Izin Usaha Hortikultura | lzin Usaha
| 8. |lzin Usaha Peternakan lzin Usaha Peternakan | lzin Usaha
| 9. | Pendafraran Usaha Budldﬂj"ﬂ Pendaftaran Usaha Izin Usaha
! Tanaman Perkehunan Perkebunan
| 10. | Pendaftaran Usaha Industri
[ Pengolahan Hasil Perkebunan
i 11. | Pendaftaran Usaha Proses Pendaftaran Usaha Izin Usaha
: Produksi Tanaman Pangan Tanaman Pangan
| 12. | Pendaftaran Usaha Penanganan
. Pasca Panen Tanaman Pangan
| 13. | Pendaftaran Usaha Keterpaduan
i antara Proses Produlssi Tanaman
: Pangan dan Penanganan Pasca
L |Panen BRI e
"14_ | Pendaftaran Usaha Budidaya | Pendaftaran Usaha Izin Usaha
Hortikuliura Budidaya Hortkultura
I'15. | Pendaftaran Usaha Peternakan Pendaftaran Usaha Tzin Usaha
| Peternakan
' 16. | Pendaftaran Pakan Ternak Pendaftaran Pakan Izin
i Ternak Komersial /!
: {Operasional
| B. | SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
1. [Izin Lingkungan Hidup [ 1zin Lingkungan | 1zn Usaha
2. | Burat Pernyataan Kesanggupan Surat Pernyataan
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3. | lzin Pengelolaan Limbah B3 untuk | Izin Pengelolaan Limbah | [zin Usaha -i
Kegiatan pengumpulan Limbah B2 | Bahan Berbahaya dan |
Skala Kabupaien Beracun (Limbah B3) :

] uniuk Usaha Jaza - '

4. |Izin Pengelelaan Limbah B3 untuk | Izin Operasional [zin '

Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 | Pengelolaan Limbah Kommersial f
Bahan Berbahayva dan Cperasional
Beracun (Limbah B3)
untuk penghasil

5. | Tzin Limhah Cait Izin Pembuangan : Izin

6. |Izin Pembuangan Air Limbah Limbah Cair : Komersialf
Sccara Aplikasi Tanak Operasional

C. | SEETOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ,

1. |Izin Usaha Jasa Konstruksi Lan Usaha Jasa lzin Usaha
Konsultan Konstruksi i

2. |Izin Usaha Jasa Konstruksi
Kontraktor
1) Tanda Daftar Usaha

Peororangan
. ' 2)  Izmn Usaha Jasa Konstruksi
| _[nasional) N
3. | Izin Mendirikan Bangunan lzin Mendirikan Tzin Usaha
Banpunan
_4. | Surat Izin Peil Banjir Surat Izin Peil Banjir [zin Usaha

5. | Izin Rencana Fungsi dan Izin Rencana Fungsi [zin -
| Pernanlaatan Rusun dan Pemanfaatan Komersial/

; Fusun. Operasional

6.  lzin Perubahan Rencana Fungs Tzin Perubahan Rencana | lzin

| dann Pemanfaatan Rusun Fungsi dan I{nmersmjf
P - Pemanfaatan Eusun Operasional

7. | Sertifikat Laik Fungsi/lzin Layak | Sertifikat Laik Fungsi Tzin

Hum ' Komersial/
Lo Operasional

8. | Pengesahan Pertelaan (Keterangan | Pengesahan Pertelaan | Izin

batas dan hak milik bersamea dar | Komersial/
.‘ bagian Rumah Susun) i Operasional

9. | Sertifikat Hak Milik Rumah Susun | Struj'k&t Hak Milik Izin

a/n Developer | Rumah Susun a/n Komersial /

! | Developer Opcrasional

| 10. | Sertifikat Hak Milik Satuan Sertifikat Hak Milik Wwn
Rumah Susun a/n pecmbch Satuan Fumah Susun Komersial f

: ESRE a/n pembeli Operasional

. D. | BEKTOR PERIKANAN

| 1. | Surat Izin Usaha Perikanan Surat Tzin Usaha lzin Usaha |
Bidang Pcrmbudidayaan | Perikanan {STLF)

2. | Burat Izin Usaha Perikanan
Bidang Pengolahan

3. | Burat Izin Usaha Perikanan
Bidang Pemasaran B

4. | Surat Izin Pernuliaan SBurat Izin Pemuliaan lein N

Komersial f

: ﬂt:era&iﬂn\a%-'
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2. Bural [zin Pelepasan Surat lzin Pelepasan lzin
Kornersial/f
g = o Dperasional
&. Tanda Pencatatan Usaha Tanda Daflar bag [zin Usaha
. Pembudidayaan lkan (TPUPI) Pembudidays Ikan Kecil |
7. | Tanda Daftar Usaha Pengolahan Tanda Daftar Usaha ' lzin Usaha |
Hazil Perikanan Pengolahan Hasil !
Perikanan R |
E. | SEKTOR KESEHATAN '
1. | Izin Usaha Mikro Obar Tradisional | Izin Usaha Kecil dan : 1zin Usaha
| Mikro Obat Tradisional |
2. | Bertifikat Produksi Pangan Serbfikat Produksi [zin
Industri Rumah Tangga Pangan Industri Rumah | Komersial/
, o Tangza Operasional |
| 3. | Sertifikat Hingicne Sanitasi Sertifikat Hingiene Tzin '
! Pangan Sanitasi Pangan Komersial f
] Opeerasional
- 4, | L&in Perusahaan Rumah Tangga Izin perusahaan Fumah | [zin Usaha
i (PRT) Alat Kesehatan <dan Tangga (PRT) Alat
. Perbekalan Kesehatan Rumah Kesehatan dan
Tanpgea (PERT) Perbekalan Kesehatan
' Rumah Tangga [PKET} |
5. | lzin Toko Alat Kesehatan : [zin Toko Alat Izin
| Kesehatan Komersial/
- i Operasional
B. | Tzin Mendirikan Rumah Sakit - Izin Mendirikan Rumah | Izin Usaha
Eelas C dan Kelas D Sakit g e g e s o
7. | lzin Operasionalisasi Bumah Sakit | [zin Operasional Rumah | [zin
Kelas C dan Kelas 13 Saldt Komecrsial /
] Operasional
8. | Iein Mendirikan Klinik Izin Operasional Klinik | Tzin
9. | lzin Operasionalisasi Klinik Komersial/
: Uperasional
10. | lzin Mendirikan Laboratorium Izin Operasional [zin
| Klinik Umum Utama, Madya, dan | Laboratorium Klinik Komersial/
. _ Pratama .| Umum dan Khusus Operasional
11. ! [zin Mendinkan Laboratorium
+ Klinik Khusus
12. | Tzin Operasionalisasi Laboratorium
Klinik Umum Utama, Madya, dan
Pratatma
13 | lzin Operasionalizasi Laboratorium '
______ Klinik Khusus !
14. | [zin Apotek fzin Apotek | Izin Usaha
15. | [zin Pedopang Obat Eceran Izin Toko Obat | lzin Usaha
F. | SEEKTOR PERINDUSTRIAN !
1. |Izin Usaha Industn Izin Usaha Industri lzin Usaha !
2. | lzin Perluasan Usaha Indusiri Izin Perluasan Izin Usaha :
3. | [zin Usaha Kawasan Industri Izin Usaha Kawasan [zin Usaha i
. Induseri | |
4. | lzin Perluasan Kawasan [ndusiln Izin Perluasan Kawasan | [zin Usaha
Industn
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|__| .

o

Pariwisata

G. SEKTOR PERDAGANGAN R |
1. . Burat T=zin Usaha Perdagangan HAurat Izin Usaha Izin Usaha
. [SIUP} | Perdagangan {SIUF) -
"2, | Surat Izin Usaha Penjualan |
Lanesung (SIUPL) I |
3. ' Surat Izin Usaha Perdagangan '
- Minuman Beralkohol [STUP-MB) !
4. | Surat lzin Usaha Jasa Survei Z
[EIUJ 3) :
5. | Burat Tzin Usaha Perusahaan '
Perantara Perdagangan Properti
(STU-P4y
B | lzm Usaha Toko Swalayan (IUTS)
¥. L-:m Usaha Pusat Perbelanjaan
 {IUPP)
8. Surat Izin Usaha Perdagangan
untuk .Jasa Konsultasi Manajemen
@ |5 Sure i vshe Perdagangan i
Untuk Jasa Penycwaan Mesin !
10, 3urat Izin Usaha Pergudangan |
- untuk Jasa Pergudangan i
lermasuk cold siorage '
11. Tanda Daftar Perusahaan Tanda Daftar Pendaftaran |
Perusahaan L {NIB) .
12.  Tanda Pendaftaran Agen atau Tanda Pendaftaran ;f'|.gn‘:rf1 lzin Usaha |
Distributor Barang danfatan Jasa | ataw Distributor Barang
dan/atau Jasa
13, - Burat Tanda Pendaftaran Burat Tanda Izin Usaha .|
Waralaba [STFW) Pendaftaran Waralaba |
14. | Tanda Daftar Gudang Tanda Daltar Gudang Izin Usaha
H. BEKTOR FERHUBUNGAN
. 1. ' lzin Usaha Anglutan Orang Dalam | Izin Penyelengparaan Tzinn Usaha |
. Trayek Anglutan Orang !
2. Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam
| Travek :
3. | lzin Trayek/Operasi Angkutan
Umum
4, . Analisis Dampak Lalu Lintas Persetujuan Hasil lzin
{ANDALALIN) Analisis Dampak Lalu Komersial /
| Lintas | Operasional
I. | SEETOR KEOMUNIEASI DAN INFORMATIEA
1. ' Perizinan Penyelenggaraan Pos Perizinan Izin
' dengan Wilayah Layanan Kota Fenyelenggaraan Pos Komersialf
_ R Cperasional
2. | Konsultan Telnologi Informasi Pendaftaran Konaultan | Izin
' Teknologl Informasi Komersial/
R, . | Operazsional
3. | Auditor Teknologl Informasi Pendaftaran Auditor Tein
i Telmnologi Informasi ¢ Komersial/
| i | Operasional
J. | BEKTOR PARIWISATA
1. | Tanda Daftar Usaha Parwisata Tanda Daftar UTsaha lgin Usaha |

e
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K. | SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN -
1. |lzin Pendirian Pr-n:-ﬁram ‘atau [zin Penditian Program | lzin Usaha
Satuan Pendidikan [formalj atan Satuan Pendidikan
2. | lzin Pendirian Satuan Pendidikan | Lzin Pmyclcngﬁaraan Izin
Nonformal Satuan Pendidikan Komersial/
T Nonformal .| Operasional
L. |SEKTOR AGAMA DAN KEAGAMAAN =
1. |lzin Pendirian Satuan Pendidikan | Izin Pendirian Satuan | lzin
| Keagamaan Pendidikan Keagamaan | Komersial/
| o Operasional
2. | Izin bag Pendidikan Diniyah Non | lzin bagi Pendidikan Twin
formal yang berkembang menjadi | Diniyah Nonformal yang | Komersial /
| satuan pendidikan berkembang menjadi Cperasional
' satuan pendidikan
3. | lzin Pembentukan Lembaga Atnil Izin Pembentukan lzin
 Zakat (LAZ] Lembapa Amil Zaleat Komersial /
- (LAZ) Operasional _
M. | BEETOR KETENAGAKERJAAN
1. Izin Usaha Lembapa Penempatan | lzin Usaha Lembaga | lzin Usaha
| Tenaga Kerja Swasta Penempatan Tenaga i
Kerja Swasta I____ S
2. | Burat lzin Usaha Lembaga SBurat Izin Usaha Tzin Usaha |
Fcnj.raiur Pekerja Rumah Tangga Lembaga Penvalur
| Peketja Rumah Tangea !
3. Izin Ltmbaga Pelatihan Kerja (LPK) | lzin Lembaga Pelatihan | lzin Usaha I
_ Kera P¥) |
4. | Izin Operasional Perusahaan Izin Operasional ¢ Tein |
Penvedia Jasa Pekerja/Buruh Perusahaan Penyedia | Komersial/ |
Jaza Pelerja / Buruh | Operasional

- | BERTOR PEREOPERASIAN DAN
| (UMEM}

USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH

e

1. | Izin Koperasi Simpan Pinjam Izin Koperasi Simpan | Izin Usaha
o | Pinjam | |
1 Izm Usaha Mikro dan Keeil [IUMK} Izin Usaha Mikro dan Izin Usaha
Keeil (IUME) i
3, | ain. Pembrieas, Kantor Cabang Izin Pembukaan Kantor | Izin
Koperasi Bimpan Pinjam Cabang KEoperas: Komersial/
(Lo e Simpan Pinjam Cperasional
4. | Izin Pembukaan Kantor Cabang [zin Pembukaan Kanlor | Izin
Pembantu Koperasi Simpan Cabang Pembantu Komersialf
| Pinjam Koperasi Simpan Pinjam | Operasional
2. | lzin Pembukaan Kantor Kas [zin Pembukasan Kantor | Izin
Koperasi Simpan Pirgam Kas Koperasi Simpan Komersial/
| Pinjam Operasional
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Lampiran III ; Peraturan Walikota Metra

Nomor: 3¢ Tahun 2020
Tanggal ;¢ " 2020

BIDANG DAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN,
NON UBAHA YANG PENERBITANNYA OLEH DPMPTSP
MELALUI SISTEM SICANTIE CLOUD

NO |

|

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

1

J

1.

-

3

" BIDANG PENDIDIKAN

G

Surat lzin Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini [(SI-PAUD).

Pemenuhan Komitmen I=in
Penyelenggaraan Kursus (PE-IPK]).
Pemenuhan Komitmen Ilzin Pendirian
Sekolah Dasar Swasta (PK-8DS).

2,

| BIDANG KESEHATAN

Gt B

el BB L

3

Surat Izin Penyelengpartaan Optik [SI-PO).
Surat [zm Unit Transfusi Darah {[-UTD).
Surat [zin Pelayanan Radiclogi Diagnostik
{SI-PRD].

Sural [zin Toko Obat [SITO).

Surat [zin Pelavanan Dialisis (SI-PD).

Surat [zin Salon Kecantikan {S1-5K]).

Surat [zin Khinik Kecantikan (IKK]

Surat [#in Ponyvelenpearaan Panti Sehat
{3IP-P3).

Surat lzin Penyelenggaraan Oriya Schat
(SIP-G35).

10, Burat [zin Praktik Dokter [SIP-I.

11

Surat [zin Praktik Bidan (SIP-B).

12, Surat [zin Praktik Perawat (SIP-P).
13, Surat [zin Praktik Apoteker (SIPA).
14, Surat [zin Praktik Tenaga  Teknis

Kefarmasian (SIP-TTR).

15 Burat  lzin  Praktik Ahli Teknologi

Laboratorium Medik [SIP-ATLM].

16, Surat Izin Praktek Radiografer (SIP-R).

17. Burat [zin Praktik Optometris (SIP0).

18, Burat lzin Praktik Fisioterapis [SIP-F).

19, Surat lzin Praktik Tenaga Gizi (STP-T(z)
20. Burat Izin Praktik Ortotis Prostetis [SIPOP),

21.

Surat Izin Praktik Okupasi Terapis [STPOT).

22. Zurat  Izin  Praktik  Akupuntur Terapis

{SIPAT).

243, SBurat lzin Praktik Teknis Gigi [STPTG].

24

 Burat Izin Praktik Terapis Wicars [SIPTW)

25, Burart Izin Praktik Psikologi Khnis (STPPR),
26 Surat Izin Prakiik Teknisl Eardiovaskoler

{SIP-TKV],

d7.8urat Terdaftar Penyehat Tradisional {ST-

PT.

28.5urat Izmn Prakblk Tenaga Kesehatan

Tradisional [STP-TKT).

29_Izin Operasional Puskesmas Rawat lnap

{SIO-PRT)

30. Surat  Izin Operasional Rumah Sakit

31.
32,
33,

[ORSD}.
Surat Izin Tukang Gigi.

Sertifilat Laik Higiene

Pemenuhan Komitmen Izin Mendidkan
Rumah Sakit [PK-TRS). \A’—"
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34, Pemenuhan Komitmen lzin Klinik Kelas

25. Pemenuhan Komitmen Izin

Utama (PK-IKKU).
Klinik Kelas
Pratama (PK-IKKP).

36. Pemenuhan  Komitmen Tzin  Keamanan |

37. Pemenuhan Komitmen

Pangan Industri Rumah Tangga (PK-PLRT),

Izin Laboratorium
Klinik [PK-ILK}.

38, Pemenuhan Komitmen Sural Izin Apub:k-

[PK-BIA} |
i 3. | BIDANG PEKERJAAN 1. Izin Mendirikan Bangunan {(IMB). '
' UMUM DAN PENATAAN 4. Pemenuhan Komitmen lzin Usaha Jasa
| RUANG Konlrukesl Nasional (PK-TU.JK]} -
4. | BIDANG PERUMAHAN 1. Izin Pemondokan (IF)
DAN KAWASAN 5
FPERMUKIMAN ST o
5. | BIDANG TENAGA KERJA | 1. Izin Penyeleggaraan Lembaga Pelatihan
. Kerja (IP-LPK).
B. | BIDANG PERTANAHAN | 1. Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi (I-LOK].
T S | 2. Tzin Peruniukan Pengpunaan Tanah.
. 7. | BIDANG LINGEUNGAN 1. Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan.
HIDUP | 2. Pemenuhan Komitmen Surat Pernyataan
| Kesanpgupan Pengolahan dan Pemantauan
' Lingkungan Hidup.
3. Pemenuhan Komitmen Penyimpanan dan
Pengumpulan Limbah B3 (PK-PPL-B3)
4. Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan
Limbah B3 Skala Kota.
5. lzin Pembuangan Limbah Cair
6, Pemenuhan Komitmen Izin Tempat
Penampungan Terdaftar Kayu (Mahan {SI-
TPTKO).
8. | BIDANG PERHUBUNGAN |1, [zin Trayek Angkuatan Orang.
2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang
Khusus danfatau Alat Berat.
. 3. Tan Penyelenggaraan dan Pembangunan
9. | BIDANG PENANAMAN 1. Izin Pendaftaran Penanaman Modal
MODAL
10. | BIDANG KELAUTAN DAN | . Femenuhan Komitmen Izin  Usaha
PERIEANAN Perikanan Bidang Pembudidayasan (PK-
IUPBF), S
11. | BIDANG PARIWISATA 1. Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha
| Pariwisata [PK-TDUP
12. | BIDANG PERTANIAN 1. Surat lzin Praktek Dokter Hewan (SIP-
DRH).
2. Burat lzin Paramedik Veteriner Pelayanan
Kesehatan Hewan (SIPP keswan).
3. Burat Izin Paramedik Veteriner Pelayvanan
Inseminator (SIPP Inseminator).
4. Burat I[zin Paramedik Veteriner Pelayvanan
Pemeriksaan Kebuntingan (STPP PKL).
3. Burat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan
Teknik Reproduksi (SIPP ATR).
6. Surat lzin Usaha Veteriner [Sivet).
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13. | BIDANG PERDACANGAN [1. Pemenuhan Komitmen Tanda  Daltar
Gudang (PK-TDG)

2. Pemcnuhan Komitmen Txin Usaha
e Perdagangan (FK-IUF]
14, | BIDANG PERINDUSTRIAN | 1. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri
{PE-IUT)




